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PANCACITA

QANUN ACEH
NOMOR 8 TAHUN
TENTANG
POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang :

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

a. bahwa Al-Quran dan Al-Hadist adalah dasar utama agama

Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah
menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka
(Memorandum of Understanding between the Goverment of
Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki 15
Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan
Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk
menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh,
berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak
bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan
Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang
demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah
satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam,
dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan

kepastian hukum;

bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Syari’at
Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqgidah, syariah dan
akhlak yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh;

1 e. bahwa...



Mengingat

Menetapkan:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c¢, dan huruf d perlu
membentuk Qanun Aceh tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 44  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH
MEMUTUSKAN :

QANUN ACEH TENTANG POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Kabupaten/Kota...
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Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai
suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang
Bupati/Walikota.

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan

fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten /Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan

masing-masing.

Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan

Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.

Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui
suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat
DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh

yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas
Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Bupati/Walikota  adalah  kepala  pemerintah  daerah
Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis
yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan
daerah Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui

pemilihan umum.

11. Majelis...
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya
disebut MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas
ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja
Pemerintah Aceh dan DPRA.

Ulama adalah tokoh agama Islam panutan masyarakat yang
memahami secara mendalam ilmu-ilmu keislaman, memiliki
wawasan yang luas tentang tujuan pensyariatan hukum (al-
maqashid asy-syariyah), kebijakan perundang-undangan
(hikmah at-tasyri) dan sebab-sebab perbedaan pendapat
(asbabul ikhtilaf) yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah
serta berakhlak mulia.

Cendekiawan Muslim adalah ilmuwan muslim yang
mempunyai integritas moral dan memiliki keahlian tertentu

secara mendalam serta mengamalkan ajaran Islam.

Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH
adalah anggota WH yang berfungsi melakukan pengawasan,

penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.

Syariat Islam adalah tuntunan dan aturan hukum Islam
dalam semua aspek kehidupan.

Aqgidah adalah aqidah ahlussunah wal jamaah berdasarkan
Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi keyakinan keagamaan
yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala
bentuk aktifitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya.

Akhlak adalah prilaku dan tata pergaulan hidup sehari-hari
umat muslim yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan
merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu
dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan

atau direncanakan sebelumnya.

Ibadah adalah pengabdian diri kepada Allah yang dilandasi
rasa cinta dan pengagungan dengan cara melaksanakan
perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya
sebagaimana tuntunan Allah dan Rasul-Nya, seperti shalat,

puasa serta ibadah jasadiah dan ibadah maliah lainnya.

Ahwal al-syakhshiyah adalah ketentuan hukum Islam yang
mengatur tentang hubungan perkawinan, keturunan (nasab)
dan kekerabatan.

20. Muamalah...
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30.

Muamalah adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur
tentang kebendaan dan hak-hak atas benda, serta tata
hubungan manusia dengan alam lingkungan dan tata
hubungan manusia dengan manusia dalam masalah jual beli,
sewa menyewa, pinjam meminjam, transaksi (ijab qabul),
perserikatan dan segala jenis usaha perekonomian.

Tarbiyah adalah sistem pendidikan yang berdasarkan nilai-
nilai Syariat Islam untuk membentuk kepribadian muslim

yang shalih dan mushlih.

Dakwah Islamiyah adalah semua kegiatan yang mengajak
orang lain untuk berbuat kepada kebaikan dan melarang

berbuat kejahatan atau amar ma'ruf nahi mungkar.

Siyasah  Syariiyyah  adalah  pengaturan  kepentingan
pemerintahan dan pengorganisasian urusan umat yang
sejalan dengan jiwa dan dasar-dasar syariah yang universal.

Syiar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung
dan mendukung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan

dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam.
Qadha’ adalah aturan berkenaan sistem peradilan Islam.
Jinayat adalah aturan tentang jarimah dan ‘uqubat.

Baitul Mal Aceh adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang
dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai
dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada
Gubernur.

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan laki-
laki dengan perempuan yang melahirkan hak dan kewajiban

sebagai suami istri.

Mawaris adalah ketentuan tentang pembagian harta pusaka,

orang yang berhak menerima waris serta jumlahnya.

Sistem Jaminan Halal adalah suatu sistem manajemen yang
disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan
pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan
proses produksi halal.

BAB II...



